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PERNYATAAN Mensos Tri Ris-
mabharini, kekhawatiran terhadap
meningkatnya kasus anak-anak
yang depresi, gara-gara perundun-
gan (KR 11/12) membuat miris.
Kasus perundungan yang makin me-
ningkat di sekitar kita, menciptakan
beban psikologis yang sangat sig-
nifikan bagi anak tersebut.

Ajakan Mensos agar masalah pe-
rundungan, yang menyangkut Ke-
sehatan psikolgis anak harus men-
dapat perhatian. Mengapa? Sebab
anak-anak adalah harapan besar
bangsa untuk memimpin masa de-
pan. Yakni menghadapi apa yang
disebut bonus demografi.

Kita tahu Indonesia diperkirakan
akan menghadapi era bonus de-
mografi beberapa tahun ke depan,
tepatnya pada 2030 hingga 2040
mendatang. Bonus demografi yang
dimaksud adalah masa di mana pen-
duduk usia produktif (15-64 tahun)
akan lebih besar dibanding usia non-
produktif (65 tahun ke atas), dengan
proporsi lebih dari 60% dari total jum-
lah penduduk Indonesia.

Bonus demografi tersebut adalah
peluang kesempatan strategis bagi
Indonesia, untuk melakukan berba-
gai percepatan pembangunan de-
ngan dukungan sumber daya manu-
sia (SDM) berusia produktif yang me-
limpah. Terlebih lagi, pada tahun
2030 terdapat agenda besar pemba-
ngunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals). Hal tersebut
searah dengan program pemerintah
yang mencanangkan Visi Indonesia
Emas tahun 2045. Tercapainya misi
tersebut sejalan harapan terciptanya
generasi produktif yang berkualitas.

Meskipun bonus demografi dapat
memberikan peluang ekonomi yang
besar, namun ada beberapa anca-
man yang dapat muncul seiring de-
ngan fenomena ini. Yakni bila tidak
dimanfaatkannya potensi ekonomi.
Jika pemerintah tidak mampu men-
ciptakan lapangan kerja yang cukup
atau memberikan pendidikan dan
pelatihan yang diperlukan kepada
populasi usia produkiif, bonus de-
mografi dapat menjadi beban ekono-
mi daripada keuntungan.

Program pelatihan keterampilan
dapat membantu mengarahkan
bonus demografi ke arah yang pro-
duktif, dengan meningkatkan kuali-

' Perundungan, Ancaman Bonus Demografi |

fikasi tenaga kerja. Karena itu pe-
ngembangan karir dan peluang ker-
ja, mendorong pertumbuhan sektor-
sektor ekonomi yang menciptakan
lapangan kerja. Maka sejak awal,
perlu fasilitasi kemitraan antara per-
guruan tinggi, pelaku industri, dan
pemerintah untuk menciptakan pro-
gram magang, kerja sama riset, dan
peluang karir bagi lulusan.

Fokus pada efisiensi energi dan
penggunaan sumber daya lainnya,
untuk mendukung pertumbuhan ber-
kelanjutan. Maka jangan dilupakan,
sangat penting menciptakan inves-
tasi dalam pendidikan dan pelatihan
untuk perempuan juga, agar mere-
ka dapat berkontribusi secara maksi-
mal pada ekonomi. Kebijakan yang
mendukung keseimbangan antara
pekerjaan dan kehidupan pribadi da-
pat membantu meningkatkan partisi-
pasi tenaga kerja wanita.

Namun tekanan pada infrastruktur
dan layanan kesehatan, harus diper-
hatikan juga. Sebab peningkatan
jumlah populasi usia produktif, dapat
menempatkan tekanan pada infras-
truktur kesehatan dan layanan ma-
syarakat. Jika tidak ada investasi
yang cukup dalam infrastruktur,
seperti rumah sakit, sekolah, dan
transportasi, dapat berdampak pada
tekanan yang signifikan

Jika bonus demografi tidak dikelola
dengan baik, dapat muncul ketidak-
stabilan sosial. Ketidakpuasan dari
kelompok yang merasa tidak menda-
patkan manfaat dari perkembangan
ekonomi, sehingga menjadi anca-
man ketegangan sosial.

Bonus demografi memberikan ke-
untungan ekonomi dalam jangka
pendek, jika tidak ada kebijakan un-
tuk mengatasi penurunan tingkat ke-
lahiran, populasi akan cenderung
menua setelah periode bonus de-
mografi berlalu. Ini dapat menye-
babkan peningkatan beban bagi sis-
tem pensiun dan kesehatan.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak
merata atau tidak diakses secara adil
oleh seluruh populasi, bonus de-
mografi dapat meningkatkan ketidak-
setaraan pendapatan dan kesen-
jangan sosial. Maka sangat penting,
pemerintah musti menciptakan kebi-
jakan dan strategi yang tepat untuk
memanfaatkan bonus demografi de-
ngan baik. (***)
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TIDAK lama lagi, Yogya ke-
mungkinan besar bakal macet.
Puncak Mudik Nataru, diperki-
rakan tinggal beberapa hari lagi.
Karena itu mudah-mudahan tak
ada lagi pelobangan jalan yang
bisa membuat macet lebih pan-
jang dan parah. Kalau memang
harus ada pelobangan jalan raya
ditunda dulu setelah mudik
lebaran berlalu. Atau mungkin
bisa dipindahkan dulu di area
jalan yang tidak strategis yang
mungkin juga bakal di lobangi.

HUJAN mulai turun, bahkan su-
dah bisa dikatakan setiap hari hu-
jan. Yang aneh dan menarik, be-
berapa jalan di Yogya ini mulai di-
gali dan A maaf A mengganggu
lalulintas. Karena kemudian jalan
dimana ada penggalian jalan telah
macet.

Pertanyaan saya yang awam,
mengapa penggalian jalan di-

Menghadapi Kemacetan Libur Nataru

Musim Hujan dan Penggalian Jalan

Saya melihat ada jalan yang
meski baru saja dilobangi, kemu-
dian diaspal tetapi tidak lama ke-
mudian dilobangi lagi meski
hanya sedikit. Ini yang membuat
jalanan semakin parah macetnya
nanti. Apa tidak mungkin peloban-
gan jalan direncanakan secara
terpadu. Sebagai pengguna jalan
saya maklum untuk penanaman
kabel, pipa atau gorong-gorong
namun terkesan sendiri-sendiri.

Suwarjanto SH, Tegal
Kemuning, Yogyakarta

lakukan pas setelah memasuki hu-
jan dan di akhir tahun yang bakal
libur panjang? Padahal beberapa
bulan lalu panas terik melanda
Yogya, kenapa saat itu tidak di-
lakukan perbaikan jalan atau peng-
galian jalan? Apakah ini terkait priori-
tas pembangunan atau anggaran?
Nurahman, Muja-muju

Umbulharjo Kota Yogya

UMP, Masih Jauh dari Harapan ?

POLEMIK menjelang detik-detik dis-
ahkannya upah minum provinsi rit-
menya selalu berulang setiap akhir
tahun. Bagaimana tidak, ketika memba-
has mengenai upah sama dengan mem-
bahas nasib keberlangsungan hidup
pekerja/buruh. Upah berdasarkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah hak
berupa uang sebagai imbalan pekerjaan
yang telah dilakukan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja/ bu-
ruh. Yang ditetapkan dan dibayarkan
sesuai dengan perjanjian kerja, kesep-
akatan, atau undang-undang terma-
suk tunjangan untuk pekerja/ buruh
dan keluarganya.

Pada dasarnya upah menjadi tujuan
utama bagi pekerja/buruh dalam be-
kerja. Meskipun demikian, tujuan be-
kerja itu sendiri tidak hanya dapat dili-
hat dari perspektif tunggal yakni un-
tuk mendapatkan upah semata.
Makna bekerja dapat ditinjau dari 3
sisi yakni makna kerja dari sisi indi-
vidu, spiritual dan kemasyarakatan.
Makna kerja dari sisi individu mak-
sudnya ialah ketika seseorang bekerja
maka ia mendayagunakan akal/piki-
ran/tenaganya yang nantinya dihargai
dengan upah. Makna kerja dari sisi
spiritual, melibatkan hubungan manu-
sia dengan penciptanya di mana bekerja
merupakan sarana ibadah. Sedangkan
makna kerja dari sisi kemasyarakatan
ialah di mana ketika seseorang bekerja
maka hasil pekerjaannya baik berupa
barang da/atau jasa tidak hanya berman-
faat bagi dirinya sendiri namun juga
orang lain.

Berimbas

Secara matematika nominal UMP &
UMK mengalami kenaikan namun ke-
nyataannya masih jauh dari harapan
para pekerja/buruh. Mengapa demikian ?
Maraknya tuntutan kenaikan upah yang
disampaikan pekerja/buruh maupun
serikat pekerja/serikat buruh ini berim-
bas pada keberlangsungan hidup mereka
di tahun depan. Meski pun secara teori
sudah ada upaya penghitungan yang di-

Mustika P Kusumawati

dasarkan pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 ten-
tang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ten-
tang Pengupahan.

Celakanya lagi, upah minimum ini lah
yang dijadikan dasar penghitungan

berbagai jenis pengupahan lainnya.
Sehingga tidak heran jika pekerja/buruh
maupun serikat pekerja/buruh semakin
vokal menyampaikan apa yang menjadi
harapannya untuk perbaikan kesejahter-
aan mereka. Momen unjuk rasa pun di-
jadikan sebagai panggung penyampaian
aspirasi.

Adapun Gubernur harus menetapkan
UMP paling lambat tanggal 21 November
tahun berjalan. Sedangkan untuk UMK
baru ditetapkan setelah adanya penetap-
an UMP dengan batasan paling lambat
tanggal 30 November tahun berjalan.
Penghitungan UMP dilakukan dewan
pengupahan provisi, demikian pula un-
tuk UMK di mana penghitungannya di-
lakukan oleh dewan pengupahan kabu-
paten/kota. Dewan pengupahan sendiri

terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, organisasi pengusaha,
serikat pekerja/serikat buruh dan
akademisi. Hal ini dilakukan dalam rang-
ka mencapai kesepakatan yang seimbang
dalam penetapan upah minimum baik
untuk UMP maupun UMK.
Mengalami Kenaikan

Demonstrasi yang terjadi di berbagai
daerah tidak hanya di kota besar namun
juga kota kecil adalah sebagian bukti
nyata bahwa selama ini meski dite-
tapkan di penghujung tahun dan di
klaim baik UMP maupun UMK se-
lalu mengalami kenaikan, nyatanya
masih belum mampu memuaskan
harapan para pekerja/buruh kita.
Padahal dalam Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 menyatakan bahwa itiap-
tiap warga negara berhak atas pe-
kerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaani.

Segala peraturan perundang-un-
dangan yang ada saat ini sangat di-
harapkan mampu mengakomodir
kepentingan serta harapan dari ke-
duabelah pihak, pengusaha maupun
pekerja/buruh. Karena pada prinsip-
nya kehadiran negara di sini sangat-
lah dibutuhkan. Sehingga prob-
lematika mengenai upah khususnya
UMP dan UMK harapannya dapat
terselesaikan dengan baik dan mampu
mencapai standar upah layak.

*)Mustika P Kusumawati SH MH,
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia.
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Transmigrasi Satukan Negeri

TIDAK semua orang paham apa itu
transmigrasi. Bahkan ada yang mengira
transmigrasi itu sudah tiada. Bukan tan-
pa alasan, transmigrasi yang pernah
mengalami masa keemasan di era
Soeharto, lambat laun seperti tak terden-
gar gaungnya. Selain menurun alokasi
anggaran untuk pengiriman transmi-
gran, juga semakin terbatas ketersediaan
lahan transmigrasi.

Namun di tengah keterbatasan, trans-
migrasi masih setia membangun negeri.
Transmigrasi kini sudah berusia 73
tahun. Usia yang tidak muda bagi suatu
program pemerintah. Peristiwa ke-
berangkatan 23 KK (77 jiwa) dari masya-
rakat Sukadana, Bagelen Jawa Tengah
menuju Gedong Tataan, Lampung pada
12 Desember 1950 menjadi tonggak se-
jarah lahirnya transmigrasi. Kemudian
diperingati sebagai Hari Bhakti
Transmigrasi (HBT). Sampai saat ini, su-
dah sebanyak 2,2 juta KK atau lebih dari
9,2 juta jiwa transmigran telah ditem-
patkan di lokasi transmigrasi yang terse-
bar dari Sabang hingga Merauke.

Membawa Perubahan

Data Ditjen Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
(2021) bahwa transmigrasi telah mendo-
rong 1.592 desa definitif, 454 ibu kota ke-
camatan dan 115 ibu kota kabupaten.
Bahkan ada dua ibukota provinsi baru
berasal dari pemukiman transmigrasi
yaitu Mamuju ibukota Sulawesi Barat
dan Tanjung Solor ibu kota Kalimantan
Utara. Terbukti transmigasi telah
banyak membawa perubahan, terutama
pembangunan luar jawa.

Konsep awal transmigrasi adalah lebih
berorientasi pemindahan penduduk dari
jawa ke luar jawa. Ini sejalan dengan
pemikiran Moh Hatta (1946) bahwa in-
dustrialisasi besar-besaran harus segera
dibangun di luar pulau jawa, untuk itu
diperlukan pemindahan penduduk Jawa

Azsep Kurniawan

sebagai tenaga kerjanya. Kini konsepnya
sudah berubah, lebih pada pemerataan
kesejahteraan, pemerataan pembangun-
an serta memperkokoh persatuan dan ke-
satuan bangsa.

Selama ini bukan berarti perjalanan
transmigrasi berjalan baik-baik saja
dalam mempersatukan negeri. Setidak-
nya ada dua isu yang bisa mengganggu
semangat persatuan dan kesatuan pada
tranmigrasi. Pertama, resistensi pen-
duduk lokal. Ada kekhawatiran dari pen-
duduk lokal, transmigrasi hanya akan
‘merampas’ hak politik, hak budaya dan
hak ekonomi masyarakat lokal oleh para
pendatang.

Kedua, sengketa lahan. Selama ini pro-
gram transmigrasi membutuhkan lahan
untuk dibagikan ke transmigran. Mini-
mal membutuhkan 1 ha, dimana lahan
pekarangan seluas 0,25 ha dan lahan
usaha (LU) I seluas 0,75 ha.

Bhinneka Tunggal Ika

Pada dasarnya transmigrasi menjadi
cerminan Bhinneka Tunggal Tka, ada per-
campuran antara Transmigran Penduduk
Setempat (TPS) dan Transmigran Pen-
duduk Asal (TPA). Percampuran ini pen-
ting agar bisa saling mengenal dan belajar
satu sama alain. Kedua, terkait lahan
maka seharusnya dipastikan agar lahan-
nya clean and clear (2C). Clear yaitu jelas
letak, batas fisik yang tergambar dalam
peta. Clean yaitu bebas dari masalah
hukum, adat dan sosial. Ini penting agar

tidak ada sengketa dikemudian hari.
Dalam perjalanannya, sampai saat ini
transmigrasi terbukti menyatukan
negeri. Menjadi perekat antarberbagai
suku bangsa yang hidup bersama dalam
satuan permukiman. Saling bahu mem-
bahu demi kehidupan yang lebih baik.

Jayalah terus transmigrasi.

*)Azsep Kurniawan, Fungsional
PSM BBPPM Yogyakarta Kementerian
Desa PDT Transmigrasi.

Belum lagi, kalau ditambah
LU II seluas 1 ha. Sengketa
lahan biasa terjadi karena
status lahan dan batas la-
han yang belum jelas.
Ditambah, ada perilaku
transmigran yang terlalu
bersemangat menggarap la-
han sampai tak tahu batas
lahan tetangganya.

Apabila kedua hal tidak
segera ditangani bisa menja-
di pemicu disintegrasi.
Pertama, perlu komunikasi
intensif antara pemerintah
dan masyarakat lokal agar
tidak terjadi mis-komunika-
si. Tidak perlu merasa iri
atas fasilitas rumah dan la-
han yang diberikan ke trans-

tahun.

Debat Pilpres 2024 dimulai.
- Adu program, bukan debat saling men-
jatuhkan.

Korban kecelakaan di Sleman usianya 15 - 24

- Di atas usia tersebut bukan berarti aman
kecelakaan.

Penipu pengganda uang ditangkap.
- Hari gini, masih ada yang percaya dukun
pengganda uang?

Fojok KR

ek

sk

Bezaes

migran.

iklankryk13@gmail.com.
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